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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 1959Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor1822);

3. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor9 tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
PedomanPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

BUPATI KOLAKA,

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMA ESA

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR ~ TAHUN 2017

KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
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DalamPeraturan Daerah ini dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar RepublikIndonesia 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

Kabupaten Kolaka.
6. Camat adalah Perangkat Daerah.

Pasall

BABI
KETENTUAN UMUM

:PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA.

Menetapkan

DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

dan
BUPATIKOLAKA

MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Perauran Peerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa(Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2016 Nomor5);
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(1) Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari :
a. kepala desa;
b. perangkat desa

(2) Perangkat desa berkedudukan sebagaiunsur pembantu KepalaDesa.
(3) Perangkat Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (2)terdiri dari:

a. sekretariat desa
b. pelaksana kewilayahan;dan
c. pelaksana teknis.

Pasa12

BABII
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

7. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyaraat, hak asal usul darr/atau hak tradisonal yang
diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan
RepublikIndonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentinganmasyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan RepublikIndonesia.

9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

10. KepalaDesa adalah KepalaDesa setempat dalam wilayahDaerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelanggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

12. LembagaKemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuar dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakanmasyarakat.

13. Perangkat Desa adalah unsur stafyang membantu KepalaDesa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakanyang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis
dan unsur kewilayahan.

14. Wilayah atau Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang
merupakan pelaksanaan penyelenggaraanPemerintahan Desa.

15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu
sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta
hubungan kerja.
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(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling banyak
terdiri atas 3 (tiga)seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan
dan seksi pelayanan, atau paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi
pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin
oleh KepalaSeksi.

PasalS

(1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa
sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara
pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan
Desa.

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa.

(4) Pelaksana Kewilayahandilaksanakan olehKepalaDusun.

Pasa14

(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu unsur staf
sekretariat, yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang
administrasi pemerintahan.

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga)bidangurusan.

(3) Bidangurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri atas:
a. bidang urusan tata usaha dan umum;
b. bidang urusan keuangan; dan/ atau
c. bidang urusan perencanaan.

Pasal3
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Pasa16

(1) Perangkat Desa diangkat oleh KepalaDesa dari warga desa yang telah
memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah tamat pada SekolahMenengahUmum

atau sederajat;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empatpuluh dual

tahun pada saat pendaftaran;
c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa

palingkurang 1 (satu) tahun sebelumpendaftaran;
d. berbadan sehat dan bebas narkotika, obat terlarang dan zat adiktif

lainnya.
e, tidak dalam status jabatan rangkap dalampemerintahan desa.
f. bersedia diangkat sebagaiperangkat desa.
g. bagi perangkat desa yang bertugas sebagai bendahara, syaratnya

tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat
pertama, hubungan suami atau istri dengan kepala desa;

h. memenuhi kelengkapanpersyaratan administrasi.
(3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)huruf h, antara lain terdiri atas:
a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal di

desa tersebut palingkurang 1 (satu) tahun sebelumpendaftaran;
b. surat pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh
yang bersangkutan di atas kertas segelatau bermaterai cukup;

c. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
yang dilegalisasiolehpejabat berwenangatau surat pernyataan dari
pejabat yang berwenang;

d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
e. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkotika, obat

terlarang dan zat adiktif lainnya dari puskesmas atau aparat
kesehatan yang berwenang;dan

f. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas segelatau bermaterai cukup.

(4)Persyaratan terdaftar sebagai penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, untuk kepala dusun harus berasal dari dusun yang
bersangkutan.

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkata

BAB III
PENGANGKATANPERANGKATDESA
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Pasa19
(1)Perangkat desa berhenti karena :

a. meninggaldunia;
b. permintaan sendiri; atau

Bagian Kesatu
Pemberhentian

BABIV
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

(1) Pegawainegeri sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus
mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari tugas kedinasan sebagai pegawai negeri
sipil.

Pasa18

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan me1alui mekanisme
sebagai berikut:
a. kepala desa melakukan rapat koordinasi dengan badan

permusyawaratan desa untuk membentuk tim yang terdiri dari
seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota.

b. tim melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;
c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat

desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan
perangkat desa kosong atau diberhentikan;

d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh
kepala desa kepada camat;

e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat
desa selambat-Iambatnya 7 (tujuh)hari kerja;

f. rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau
penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

g. dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa
menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan
perangkat desa; dan

h. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa
melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat
desa.

(2) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tim, mekanisme penjaringan
dan penyaringan bakal calon perangkat desa, diatur lebih lanjut dalam
peraturan bupati.

Pasa17

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan
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